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ABSTRAK 
 

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali pada umumnya tidak 
memiliki perbedaan, karena dalam hukum waris adat Bali anak angkat yang 
sudah diangkat setara dengan anak kandung baik dari status, hak, dan 
kewajibannya. Pengangkatan anak terjadi di Desa Buda Keling, tidak hanya 
anak laki-laki anak perempuan juga banyak yang dijadikan anak angkat. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak 
angkat dalam sistem pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bali, dan apakah 
Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.14/PDT.G/2014/PN.AP tentang 
pemberian warisan bagi anak angkat telah sesuai atau tidak dengan Hukum 
Waris Adat Bali. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum 
normatif dengan sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif. Dalam 
penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan 
(library research). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil 
pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Buda 
Keling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem menunjukan 
pengangkatan anak harus merupakan dari anak saudara sekandung dari pihak 
sentana, apabila tidak ada anak dari saudara sekandung maka 
diperbolehkan dari luar keluarga. Hubungan kekeluargaan anak angkat 
dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua 
angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya 
adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan 
dan berkedudukan sebagai ahli waris dengan ketentuan anak angkat telah 
disetujui dari pihak keluarga. Apabila pihak sentana atau keluarga tidak 
menyetuji adanya pengangkata anak, maka anak angkat tersebut tidak 
berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Hukum adat waris merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum 

yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat 

yang tunduk terhadap hukum adat tersebut. Hazairin mengatakan 

bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yaitu yang 

bersumber dari alam pikiran masyarakat tradisional dalam bentuk 

kekerabatan yang sistem keturunannya berdasarkan patrilineal, 

matrilineal, dan parental/bilateral. Dengan adanya corak khas ini, 

maka hukum waris adat berbeda dengan       hukum   waris   islam 

dan hukum waris barat. 2 Sistem kekeluargaan dan bentuk 

perkawinan ini sangat berpengaruh pada hukm waris yang berlaku 

pada masyarakat hukum adat Bali. Iman Sudiyat dalam bukunya 

Hukum Adat Sketsa Asas, hukum adat waris meliputi aturan-aturan 

dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses 

penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan 

materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi. 

Masalah pewarisan pada masyarakat Bali sangat ditentukan oleh 

sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang 

dilakukan oleh masyarakat Bali. Sistem kekerabatan patrilinial 

dianut oleh masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu. Sistem 

kekerabatan patrilinial di Bali lazim disebut dengan istilah system 

“kepurusa/purusa” (laki-laki). Dalam sistem ini, hubungan seseorang 

anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi 

susunan bapaknya. keluarga dari bakapnya, atau keluarga dari pancer 

laki-laki (kepurusa) adalah yang mewarisi semua ditarik dari garis 
 
 
 
 
 
 

2Djamat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 
2013), h.15 



 
 

silsilah bapak (ayah) dan hanya anak laki-laki yang akan menjadi 

penerus keturunan ayahnya.3 

Dari perkawinan suami istri diharapkan akan mendapatkan 

keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita 

orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna, 

jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai 

kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan.4 

Pendapat Mudaris Zaini menyatakan, bahwa keinginan untuk 

mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan 

pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak 

bagian dari darah daging orang tua, yang juga akan mewarisi pula 

sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.5 Suatu keluarga baru 

dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. 

Pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami istri 

belum atau tidak mempunyai anak. Keinginan mempunyai anak 

merupakan naluri manusia, akan tetapi karena kehendak Tuhan, 

sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk 

mengatasinya usaha untuk mempunyai anak. 

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua 

untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa 

dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi 

kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti 

membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orangtuanya 

beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orangtuanya telah 

meninggal dunia.6 Anak merupakan buah hati yang dinantikan 
 

3 I Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2005), h. 81. 

4 Anonim, Kamus Nasional Indonesia, Jilid IA/PT. Cipta Adi Pustaka, 
Jakarta, 1988, hal. 87. 

5 Mudaris Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, 
Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 1 
6 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm.1 



 
 

kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya. Akan 

tetapi terkadang Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah 

tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan 

kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna 

terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian keberadaan 

anak merupakan unsur penting sempurnanya suatu keluarga. 

Pengangkatan anak salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi 

suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah 

anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus 

pengikat kasih pasangan orang tua sehinggadalam kenyataanya, 

pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di 

dalam masyarakat. 

Pengangkatan anak patut mengikuti ketentuan hukum adat Bali, 

awig-awig4 yang berlaku di desanya dan juga harus mengikuti tata 

cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada prinsipnya 

seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila 

orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak 

tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang 

terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang 

mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat 

mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. 

Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu 

mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan 

sebagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang 

mengangkatnya dalam hal harta warisan. 

Pada tahun 2014 terdapat suatu peristiwa di daerah Bali mengenai 

sengketa harta peninggalan seorang Bapak (pewaris) yang 

dipermasalahkan oleh anak angkatnya, sepupu ipar dan 

kemenakkannya. Pewaris yang meninggal dunia ini meninggalkan 



 
 

seorang anak angkat (tidak memiliki anak kandung, maka dari itu 

mengangkat seorang anak laki-laki), satu orang sepupu ipar dan satu 

kemenakkan. Anak angkat dari pewaris mempermasalahkan 

mengenai tanah yang ditinggalkan oleh pewaris. Saudara yang 

ditinggalkan pewaris menggunakan serta menikmati hasil dari hasil 

tanah sengketa tersebut, oleh karena itu anak angkat dari pewaris 

tidak terima dikarenakan ia merasa tanah itu sudah menjadi hak 

miliknya. Namun para saudara dari pewaris mengingkari keberadaan 

status anak angkat dari pewaris dan tetap mengklaim bahwa tanah 

peninggalan tersebut adalah haknya. Maka anak angkat dari pewaris 

menuntut harta peninggalan/tanah sengketa yang merupakan hak 

dari pewaris yang patut untuk diwarisi oleh anak angkat dari 

pewaris. 

Dari uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Yuridis Pembagian Harta Waris 

Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali 

(Studi Kasus Putusan No. 14/PDT.G/2014/PN.AP).” 

 
 

2. Permasalahan 

Berdasarkan dalam penelitian ini, akan dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan 

dalam Hukum Waris Adat Bali? 

2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 

14/PDT.G/2014/PN.AP tentang pemberian warisan bagi anak 

angkat telah sesuai atau tidak dengan Hukum Waris Adat 

Bali? 

 
B. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian 



 
 

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pembagian Harta Waris 

Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi 

Kasus Putusan No. 14/PDT.G/2014/PN.AP).” Dalam penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

mengacu pada norma-norma hukum positif dan data penelitian 

diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai 

penunjang data sekunder. Penelitian normatif mencakup lima 

penelitian yaitu: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum 

d. Penelitian sejarah hukum 

e. Penelitian perbandingan hukum7 

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian terhadap 

asas-asas hukum, yang kemudian diterapkan dalam penelitian kali 

ini tentang kedudukan anak anagkat dalam sistem pewarisan 

menurut Hukum Waris Adat Bali. 

 
2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif yaitu dengan cara 

memberikan gambaran dan menguraikan mengenai obyek penelitian 

yang nantinya hal tersebut akan dianalisis agar dapat menemukan 

jawaban atas permasalahan yang penulis teliti, pada penelitian ini 

digambarkan secara jelas tentang kedudukan anak angkat dalam 

hukum waris adat Bali. 

 
3. Data dan Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan metode 

kepustakaan (library research) yaitu metode penelitian yang 
 

7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 
Universitan Indonesia Press), h.151. 



 
 

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 

sekunder yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan dan 

literatur-literatur lainnya yang mengunjang pembahasan msalah. 

Bahan–bahan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 

perpustakaan umum, interney maupun buku-buku yang dimiliki oleh 

penilis yang berkaitan dengan pembahasan dalam skrips ini 

mengenai keudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut 

Hukum Waris Adat Bali. 

 
4. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara pengolahan bahan atau 

data serta informasi yang dihubungkan dengan pokok permasalahan 

untuk kemudian diperoleh kesimpulan. Analisis secara kualitatif 

diterapkan dalam proses pengangkatan anak dan kedudukan anak 

dalam hukum waris adat Bali. 

 
5. Pengambilan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan deduktif, yaitu berdasarkan data yang bersifat umum 

seperti ilmu hukum, Undang-Undang serta teori. Kemudian 

dibandingkan data yang bersifat khusus, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan data umumnya yaitu analisis kedudukan anak angkat 

dalam Hukum Waris Adat Bali, sedangkan data khususnya 

bagaimana pelaksanaan Hukum Waris Adat Bali. 



 
 

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut 

Hukum Waris Adat Bali 

Hampir sama dengan harta kekayaan perkawinan pada 

umumnya namun di Bali karena menganut sistem patrilineal. 

Dalam sistem ini, keluarga dari pihak laki-laki adalah yang paling 

penting, misalnya laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya. 

Dalam sistem ini status anak laki-laki adalah ajeg (tetap) sedangkan 

anak perempuan statusnya dapat berubah. Yang dimaksud ajeg 

disini adalah status sang anak laki-laki akan tetap mengikuti kasta 

si ayahnya kecuali ia melakukan kawin nyentana/ nyeburin yang 

menyebabkan ia turun kasta. Sedangkan dalam hal status anak 

perempuan, statusnya berubah-ubah. Meskipun saat lahir si anak 

perempuan mengikuti kasta dari ayahnya, namun hal itu dapat 

berubah-ubah tergantung dari perkawinannya, dengan siapa ia 

melakukan perkawinan. 

Apabila didalam melakukan perbuatan pengangkatan anak 

sesuai dengan topik pembahasan, haruslah sesuai serta 

memperhatikan benar syarat-syaratnya. Tujuannya agar dalam 

lingkungan keluarga di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran 

atau perselisihan, disamping untuk menjaga terjadinya 

kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi demi harkat dan 

martabatnya sebagai manusia. Salah satu permasalahan hukum adat 

Indonesia yang kurang mendapat perhatian adalah hukum adat 

tentang pengangkatan anak dalam kaitannya masalah warisan 

sehingga sampai saat ini dibeberapa daerah-daerah khususnya di 

Bali, masih memungkinkan kedudukan anak angkat itu dimasing- 

masing daerah tetap adanya suatu perbedaan. Adapun hal itu 

disebabkan karena tergantung dari sifat dan bentuk masyarakat 

yang bersangkutan sesuai dengan garis keturunanya masing- 

masing. 



 
 

Hal ini untuk membuktikan keabsahan suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan dan demi adanya kepastian hukum. Adapun 

persyaratan yang dipenuhi dalam hal pengangkatan anak menurut 

hukum adat Bali yaitu: 

1. “Orang yang melakukan pengangkatan anak itu harus berhak 

untuk melakukan perbuatan tersebut. 

2. Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat. 

3. Harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak sesuai 

dengan adat istiadat setempat”.8 

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa dalam 

hukum adat waris di Bali yang menganut sistem kekeluargaan 

patrilineal maka pengangkatan anak dalam suatu keluarga yang 

tidak memiliki keturunan, diharuskan untuk mengangkat anak 

lelaki sebagai penerus purusa dari keluarga dan pengangkatan 

tersebut harus diiringi dengan upacara adat serta musyawarah atau 

persetujuan dari pihak keluarga yang akan mengangkat anak. 

Namun kalau kita cermati dari Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 210/K/Sip/1973 yang menentukan sebagai berikut: “Bahwa 

untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung 

kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak 

dalam kehidupan keluarga orang tua angkat”. Syarat keabsahan 

anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan 

bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun 

sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. 

Walaupun keputusan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk 

seluruh masyarakat adat di Indonesia, berarti juga termasuk di Bali. 
 
 
 

8 I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya 
Dilengkapi Dengan Yurisprudensi, Cetakan Kedua, Setia Kawan, 
Denpasar, 1987, hal. 36. 



 
 

Dalam pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat Bali 

juga memiliki prinsip-prinsip serta asas-asas nyang berlaku, seperti 

halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar 

tanggal 3 Oktober 1966 No. 84/Pdt/1966 yaitu, anak yang boleh 

diangkat sedapat dapatnya harus diusahakan keluarga/anak laki- 

laki keluarga kepurusa terdekat dari pewaris sampai derajat 

kedelapan. Jadi, apabila didalam keluarga kepurusa tidak ada yang 

diangkat, maka memungkinkan mengangkat anak dari luar 

keluarga purusa dengan syarat diperlukannya persetujuan dari 

keluarga kepurusa yang bersangkutan. Hal tersebut berdasarkan 

pada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Desember 

1968 No. 94/Pdt/1967 yang mengandung kaedah hukum syahnya 

seorang anak angkat apabila telah diperas serta disiarkan di banjar 

dan telah disetujui oleh ahli waris lainnya. Maka sesuai dengan 

Yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar No. 

229/Pdt/1957; Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Ferbruari 

1968 No. 5/Pdt/1966; Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1970 

No. 227K/Sip/1969, pembuatan akte di hadapan punggawa tanpa 

hadirnya yang mengangkat sentana dan tidak ada persetujuan dari 

keluarga kepurusa yang mengangkat sentana maka akte dianggap 

tidak sah menurut hukum. 

 
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 

14/PDT.G/2014/PN.AP Tentang Pemberian Harta 
Waris Untuk Anak Angkat Menurut Hukum Waris 
Adat Bali. 

Putusan pengadilan negeri Amlapura mengabulkan gugatan 

dari pihak penggugat yaitu I Wayan Gita sebagai anak angkat 

dari I Wayan Rambi Rambi dan Ketut Poglok serta menjadi 

ahli waris dari I Nengah Rambi. Kemudian tanah yang menjadi 

sengketa juga sah menjadi bagian dari harta warisan yang akan 



 
 

diberikan kepada ahli waris yang diperoleh dari keturunan 

almarhum I Nengah Rambi. Putusan ini ditetapkan walaupun 

saksi dari pihak para tergugat dan para turut tergugat 

menerangkan tidak mengetahui tentang adanya pengangkatan 

anak oleh I Wayan Rambi. Pengakatan anak tersebut juga tidak 

melalui musyawarah atau mengikut sertakan pihak keluarga 

sentana dari pewaris. Berdasarkan alasan tersebut, maka 

pengangkatan sentana yang dilakukan dengan membuat akte 

dihadapan punggawa tanpa hadirnya yang mengangkat sentana 

dan tiada persetujuan dari keluarga purusa yang mengangkat 

sentana maka akte tidak sah menurut hukum (Pengadilan 

Negeri No. 14/Pdt.G/2014/PN.AP yaitu Yurisprudensi 

Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar No. 229/Pdt/1957; 

Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Ferbruari 1968 No. 

5/Pdt/1966; Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1970 No. 

227K/Sip/1969). Dalam hal ini, seharusnya hukum yang dapat 

dipakai sebagai pedoman oleh para penegak hukum (hakim) 

maupun para penegak hukum adat (praju) mengenai masalah 

warisan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 

14/Pdt.G/2014/PN.AP yaitu didalam putusan Pengadilan 

Tinggi di Denpasar, 3-10-1966, No.84/Pdt/1966, menyatakan, 

menurut hukum adat Bali, seorang janda tidak boleh 

mengangkat sentana apabila tidak mendapat persetujuan famili 

purusa dari mendiang suami. Sehubungan dari hasil keputusan 

yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa 

pengangkatan anak/ sentana oleh janda haruslah disertai 

dengan syarat-syarat tertentu, misalnya yang boleh diangkat 

hanya pihak purusa. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya 

keturunan di dalam keluarga dan sudah mendapatkan ijin pihak 

purusa. Anak yang akan diangkat harus memenuhi syarat- 

syarat untuk diangkat.Hal ini merupakan salah satu faktor yang 



 
 

harus diperhatikan, karena apabila anak yang diangkat tidak 

memenuhi syarat sesuai hukum adat Bali yang berlaku, maka 

akan menimbulkan ketidak serasian hubungan antara anak 

dengan orang tua angkatnya. 

Jadi menurut penulis, I Wayan Gita bukan merupakan anak 

angkat yang sah dari I Wayan Rambi dan Ketut Poglok, sebab 

pelaksanaan upacara pemerascita dilaksanakan pada tahun 

1954 sedangkan permohonan penetapan pengaangkatan anak 

dilakukan pada tahun 2011. I Wayan Rambi selaku yang 

mengangkat anak telah meninggal dunia, sehingga yang 

mengajukan permohonan adalah janda dari I Wayan Rambi 

yaitu Ni Ketut Poglok dan para tergugat yang menjadi ahli 

waris terdekat tidak pernah dipanggil untuk ikut memberi 

persetujuan. 



 
 

D. PENUTUP DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari keseluruhan uraian tersebut dalam skripsi ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dilakukan terhadap 

anak laki-laki dengan upacara adat yaitu upacara pemerasan dan 

siar serta diikuti dengan pembuatan surat peras. Pengangkatan 

anak dalam hukum waris adat Bali harus menghadiri serta 

mengikut sertakan pihak keluarga sentana dari pewaris. Peranan 

pejabat umum dalam hal ini notaris diganti oleh kepala desa 

dalam membuat surat peras sebagai alat bukti tertulis adanya 

pengangkatan anak bagi masyarakat setempat (masyarakat Hindu 

Bali) dan dilanjutkan dengan pengesahan dari camat setempat. 

2. Pengangkatan anak harus merupakan dari anak saudara 

sekandung dari pihak sentana, apabila tidak ada anak dari 

saudara sekandung maka diperbolehkan dari luar keluarga. 

Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua 

kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua 

angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua 

angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi 

sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris 

dengan ketentuan anak angkat telah disetujui dari pihak keluarga. 

Apabila pihak sentana atau keluarga tidak menyetuji adanya 

pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut tidak berhak 

mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya. 

 
 

2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah penulis 

sampaikan diatas, penulis berupaya memberikan saran kepada 

masyarakat adat Bali, tokoh adat, dan parisadha desa, mengenai 



 
 

pengangkatan anak meskipun telah dilakukan berdasarkan hukum 

adat Bali dengan upacara adat (upacara pemerasan), tetapi perlu 

dilanjutkan dengan membuat surat peras (surat pengangkatan anak) 

sebagai alat bukti tertulis dan diikuti dengan penetapan dari 

pengadilan agar ada kepastian hukum. Selain itu, dalam 

pengangkatan anak harus mengikut sertakan atau melibatkan pihak 

keluarga yang akan melaksanakan pengangkatan anak. 
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